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Abstract
This study titled Effect of Good Corporate Govemance Mechanism forwidely Disclosure of Corporate Social
Responsibilities (CSR), which aimsto examine the influence and impact of variables of Good Corporate
Governance Mechanism for widely Disclosure of Corporate Social Responsibilities (CSR). This study uiesthe
variablesize of the board of commissioners, the proportion of independent board of directors, audit
committeesize, the number of audit committee meetings, managerial ownership and concentrated ownership.
While disclosureis measuredby the number of items disclosed in the company contained in CSR Disclosure
Index. The sample used in this studfs a manufacturing compary listed on the Stock Exchangein 2008-2010.

The resultsof this study demonstrate that, inpartial measure of the commissioners,the proportion of the board,
audit committeesize, the number of audit committee meetings, no significant effect on widely CSR disclosure.
While managerial ownership, and concentrated ownership significant effect on widely CSR disclosure.
Whilesimultaneously variablesize of the boardof commissioners, the proportion of independent board of
directors, audit committeesize, the number of auditcommittee meetings, managerial ownership and concentrated
ownershiphasa significant effect on widely CSRd is closure

Keyword:cSR, disclosure, corporate govemancemechanisms, and disclosure ofcSR

Abstrak
Penelitian ini berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhad4 L,rras
PengungkapanCorporate Social Responsibilities (CSR) yang bertujuan unhrk menguji penganrh dh
dampak dari variabel variabel Mekanisme Good Corporate Govemance terhad4 Luc
PengungkapanCorporate Social Responsibilities (CSR). Penelitian ini menggunakan l"ariabel oM
dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rryar &dl
audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Sedanskm
diukur dengan jumlah item yang diungkapkan dalam perusahaan yang terdapar &trnL
Pengungkapan CSR. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perus*aom u
yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara partial ukuran dewan
komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, berpengaruh tidaft.
pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemitikan
signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Sedangkan secara si>{
komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite ur
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan terkonsentrasi
terhadap luas pegrrngkapan CSR.

Katakunci: CSR" pengungkapan, mekanisme GCG,
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I. PENDAHULUAN

Praktik dan pengrurgkapan CSRmerupakan konsekuensi logis dariimplementasi konsep good iorporate
governance (GCG) yang prinsipnya antara lain
menyatakan bahwa perusahaan perlu
memperhatikan kepentingan sakeholder
sesuai dengan aturan yang ada dan menjalifl
kerja. sama yang aktif J"rg* stakeiolder
demi kelangsungan jangka pdang p"*rufru*
(OECD,2004). Selain iru, 

-Uramaiifff'l 
irgumenyatakan bahwa mekanisme dun ,t uttu,

governance di perusahaan dapat dijadikan
sebagai infrastruktur pendukung terhadap
praktik dan pengungkapan CSR Oi inAonesia.Struktur govelaance yang
berlandaskan prinsip GCGakan merdorong
p_elaksanaan kegiatan CSR dan p"fuporu*yu.Jika struktur
direpresenraritu, or"n 

r::;#'K:r, 
u,lllr:

1".:g*g Saham (RUpSt dewan f."*ir*i.
dan dreksi didominasi oleh pemilik mayoritas
.delgan tujuan utama unhrk memaksimumt an
kekayaannya, maka kegiatan CSn i"."rt
pelaporannya akan .rht U".f.emUun[ Oi
perusahaan tersebut. Sebaliknya, lit<a RtfS,
dewan komisaris dan direksi'rr.rgriu."tu,
kepentingan perusahaan, maka keliatan danpelaporan CSR seharusnya berjalin dengan
baik. Perusahaan terbuka dro p.**t u;;;,
menggunakan dana publik (seperti p.*ruluun
yang mengeluarkan obligasi atau bank) saat ini
diwajibkan memiliki komisaris *A"p*i"o.
Komisaris ini diharapkan bebas' O*i
k.e.ngntinean pribadi maupun kepentingan
p ihak-p ihak tertenru ( s ep erti p 

"* " 
g;;[, u-h'u*

mayoritas maupun minoriias) lari lebih
mengutamakan kepentingan perusahaan secara
Keseluruhal, termasuk stakeholder perusahaan
tersebut.

. . Kaihatu (2006) menyatakan bahwa
mekanisme GCG akan bennanfaat ;;il
mengatur dan mengendalikan perusahaan
sehingga menciptakan nilai tambah 

-*it
semua stokeholder. Dua hal yang ditekankan

*l1r trat 
1nj 

adatah pentingnya nlr. f..[*g
:llir" ,unruk 

memperoleh informasi langbenar 
_dan tepat waktu. Serta kewaiibun

perusahaan untuk melakukan pangun*t ur*
secara akurat, tepat waktu, transiari ,"iUuiupsemua informasi kinerja perusahaan,
kepemilikan, dan stakeh oldei.

Penjelasan di atas menuniukkan
bahwa aktivitas CSR tidak Uisa terbp;; Oari
penerapan GCG. Beberapa penelitian yang
dilakukan oleh para p"o"1iti sebelumnya yangjel{ menguji hubungan dan pengaruh antara
kedua hal tersebut tetatr Oitatutiu" Uuif. al
Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya
dilakukan oleh Said (200='9) yang meneliti
perusahaan-perusahaan publik di tvtalaysia
yang telah terdaftar di bursa efek Malaysia.^"lfgli objek penelitiannya. t{asil penelitian
Said (2009) menunjukkan dua variabel yang
berhubungan positif dengan pengungkapan

!S& vaitu kepemilikan oiet pem"iintt aan
independensi komite audit. Keduanya fositifberkolerasi dengan tingkat pengungl.apui CSn
dimana variabel yang paling ,i- iif.- uaunt
kepemilikan oleh pemerintah. Ilasil inididukung oleh penelitian yang dilakukan
Amran dan Devi (2009) yang menemukan
bahwa semakin besar tepemifit<an olehpemerintah dryat meningkatkan
pengungkapan CSR. Namun, hasil ini ierbeda
dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007)
dalam 

_Aini (2011) yang dilakukai di'Cina,
ditemukan bahwa kepemilikan p.*"rin,uhtidak berpengaruh signifikan ' ,"rt uOup
pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain selain
kepemilikan pemerintih adalah t 

"p"*iHt *manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi.
Penelitian oleh Anggraini (2006) dan
Rosmasista (2007) menemukan hubungan
positif antara kepemilikan manajeriaL 

- 
lan

pergungkapan CSR. Manajer yang memiliki
gaham perusahaan akan *"iy"t*u.t uo
kepentingannya sebagai manajer a* ..iugui
pemegang saham (Rustiarini, 2O0g). Semakinbesar kepemilikan manajerial 

' 
d;1"*

perusahaal maka semakin produktif tindakan
manajer dalam memaksimalkan nilai
perusahaan dan meningkatkan CSRdls closure.
Hasil ini berbeda dingan p"r"titiu., 

-iuia
(2009) . yang menernukan kepemilikan
manajerial tidak berhubungan positif Aengan
luas pengungkapan CSR.

. .Struktur kepemilikan saham yang lainyaitu kepemilikan saham tertonseitrasi.
Kepemilikan terkonsentrasi diteliti otei,Matoussi dan Chakroun (2006) **menemnkan hubungan positif ult*ukepemilikan terkonsentrasi d;;;
pengungkapan CSR. Flasil berbeda terlihat"
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L
oada hasil penelitian llakne dan Hls-9 (19.97)

Iffi "c#lt aan wueenn* !?9q91^1131

Penelitian ini mengacu Pafa nenelitl
said (200e) vans *!1e.d1*-^:Hl:

I'it[ rid6i,""iLou" bahwa tidak terdapat

ffiJ;;''-n"tt* antara kePemilikan

i.flr[""o"ti d.ng* pengung!<apT.. 9:R
[#*i1t* "'T:TH[ffi *ffi:f,*Tfrfl
hak oemegang saham

i:"k,i;t#i"ffi'k berperan dalam menentukan

i;;il;* stategi perusahaan' !*.tJ'liun
X#i.i"tu*"J tlooil dalam said 

, 
(2ooe)

menemukan bahwa kepemlh|<an ' 
tth-1:-1]

*f"f"rt* *Uagian besar adalah terkonsentrast'

Kepemitikan saham. y"tg t"t$isentrasi pada

""is"tr"* 
mengakibatkan hak pemegang

5;;;*;.i-tui ttt*a Praktis tiaar

ffifur,"t kekuatan' Pemegang saham

ffi.o'ri; tidak dapat ikut serta menennrkan

kepuhrsan implementasi strategi perusahaan

H;;i-i;;;:' vr.n';t Nuryaman (2008)'

konsentrasi t"p"miliku" luput mlliadi

;;ilil" inter;al pendisiplinao t11uJ:*""
."l"g"i .a"r' satu mettanisme yang dapat

;ffi"k* unruk meningkatkan efektivitas

;il*tt"* KePemilikan Yang -- . besar

menjadikan pemegang sahaq llniliki -akses

informasi yang "tift"p 
signiflrkan 'untuk

;;;';d""; u:{,Hl; tsli#^'Tf 'T'dimiliki mana1el

kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasr

dapat mengurangr masalah agensi dan dapat

mendorong pengungkapan CSR secara luas'

ivtikaniime corPorate g?'"ryo!l:

yang tuit adalah ukuran dewan komtsarts'

Dewan komisarts memiliki peran penting

dalam "o'P"oti 
goi*no'"i Yttu untuk

mengawasi penge'iola geru'sahaan atau

manajemen agar bertindak denq11' benar'

nJ.i" tzoo:i dalam Said (2009) Yans

#;;;"il;" uut'*a semakin be-sar ukuran

J"** maka semakin menurun kemampuan

i."g".a"fi"" perusahaan akibat kurangnya

komunikasi Vu"g 
"t[ftiif 

suiitnya koordinasi

serta sulitnya fi""gurnuitu' k-eputusan dan

cenderung dik*|J;ik'; oieh cEo'.'. ual ini

;;;';t?Y"buu[* i""auu"Ya kualitas csR

discl o sure katena tidak mampu melaksanakan

peran secara efisien'tvt"n-u*t Sembiring

izoos) ukuran dewan komisaris mempunyal

hubungan pot'tii y*g .liqi$* l"ngan 
luas

pengunglap*'c'sn"ai Indonesia" r{al ini

berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota

A"*u" komisaris maka aktivitas pengawasan

"t", 
U*:'fan dengan baik.dan tanggung

ir*"u *tLr yung 
-diunggapkan perusahaan

rars \Lvv'/ r--e 
i Malaysia' Penelitian

perusahaan'*1u^,,1 
variabel karakterrstrk

tersebut menggunaKan varrduvr "::;;;.'
GCG afiira lain ukuran dewan direksi'

independensi dewan komisaris' duality of
";;4""*fi""densi ttomit" audit' variabel

kepemilikan manalerial' kepemilikan ttl-
terkonsenffasi, serta 

' 
kepemitikan :l"h

;H:ffi::"'':'-'HI #f;J*X-ilS" "l:1Said tersebut menen

dua falrtor yang berpengaruh positif 's!ryif*an
terhadap tuas penguo gS"apun .tSR 

Oi,Y:'ll-t'
vaitu faktor kepemrtif,an oleh pemerintah dan

i<omite audit'
Penelitian ini akan menglrilangkan

uuriuU.i,rto'an dewan direksi karena sesual

;H;;;' i'""Jiti di Indonesia menerapkan

-i.i""* two tier board sYstem Yang

*"*it"nU"" fungsi eksekutif 1giret<-s,r) 
' 

dm

fungsi pengawasan (komisaris)' Variabel

ffi lirl,, 
"'t 

i*;f :-[:I Ti'lll"i:tlX
diadoPsi harena 1ur

vans dimiliki oteh pemerintah jumlahnya

I#t;tr" t "Iii.rl "r'i" 
g gi tid ak cularp mew akili

sampel Penelitian' . h--"-r 
Penelitian ini dimotivasi karena mast

rendahnya kualitas dan kuantitas qtftik

'##Lf,'?x"lrr*i:-#T3"-tr'li:'{i
iil TerjadinYa fenomena gaP rnl

ftiilffi}l**t"* di lndonesia belum

ffiil;erieraPkan tata kelola Perusahaan

:ffi; ullr.'stuugaimana disamPaikan

u;ffi tzoo;l bahwa corporate governance

;#;; 
'tkun menentukan arah dan

'f.ti** perusahaan termasuk diantaranya

keeiatan CSR ouo p"tupo.'u*11-^iiku

;:ilffi;"""ii' rnao'f iu'uduh *"n"rapkan

GCG, seharusnya fraktik Pelaksanaan *dan;"&i.* !X,"*tri'#:i*"-ff;
Berkembangnya Pea

waktu menjadikan penilaian praktik C:+ tr
,.fr ,[i" u 

"rtrtemb 
an g' S elain i*' p 

:1:1'-tlf 
*'

il;il;ilasi kar-ena adanya research gap

atau ketidak tonsistaran hasii yang terjadi

f aJa Penelitian terdahulu'

Berdasarkan latar belakang tersebut'

maka lenuiis akan meneliti mengenal
'::;;;s";;; Mekanisme Good corPorate

;;;;;;';' $cG) rerhadaP -Luas
PentungkuPan 

--'Co'Porate Social

n e sf, o ni it it itY (c s R) "'

semakin besar'
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IL Perumusan I\{salah
Berdasarkan pada uraian latar

belakang di atas, maka masalah penelitian
yang dapat dirumuskan yaitu apakah ukuran
dewan komisaris, proporsi dewan komisaris
independen, ukuran komite audit, jumlah rapat
komite audit, kepemilikan manajerial, da,
kepemilikan saham terkonsenfasi secara
parsial dan simultan berpengaruh terhadap luas
pengungkapan CSR?

ru. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis
pengaruh mekanisme GCG terhadap luas
pengungkapan CSR. Adapun tujuan penelitian
ini adalah unhrk menganalisis pengaruh
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan
komisaris independen, ukuran komite audit,
jumlah rapat komite audit, kepemilikan
manajerial, dan kepemilikan saham
terkonsentrasi secara parsial dan sirnultan
terhadap luas pergungkapan CSR.

IV. Landasan Teori
a. Grand theory

Penelitian ini menggunakan teori
keagenan (Agency Theory) dan teori
ligitimasi (Legitimacy Theory), dimana Teori
keagenan merupakan salah satu dari dua teori
utama dari llmtt coporate govemance selain
teori stetvardship (Chim,2000; Shaw, 2003).
Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa teori
keagenan memandang bahwa manajemen
perusahaan sebagai agen bagi para pemegang
saham, akan bertindak dengan penuh
kesadaran bagi kepentingannya sendiri, b,rkan
sebagai pihak yang arif dan bijaksana
adil terhadap pemegang saham.

Teori ini digunakan

serta

untuk

menginginkan bertamb*nya k€s€jahteraan
bagr para manajer. Deagm demikian
muncullah konflik kepentingan mtara pemilik
(investor) dengan manajer (agen). pemilik
lebih tertarik untuk memaksimumkm return
dan harga sekuritas investasinya, sedangkan
manajer mempunyai kebutuhan psikologis
dan ekonomi yang luas, termasuk
memaksimumkan kompensasinya. Healy dan
Palepu (2001) menyatakan bahwa
pengungkapan sukarela dapat memecahkan
masalah keagenan dengan menyediakan
media bagi pemegang saham untuk
mendisiplinkan dan memonitor manajer.

Mekanisme pengawasan yang
dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan
dengan mekanisme GCG. GCG bisa
menghasilkan berbagai mekanisme yang
bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan
manajemen selaras dengan kepentingan
pemegang saham (terutama minority interest).
GCG diharapkan dapat berfirngsi untuk
menekan atau menurunkan biaya keagenan
(Waryanto,20l0).

Sedangkan Teori legitimasi
(Legitimacy theory) menjelaskan bahwa
perusahaan beroperasi dalam lingkungan
eksternal yang berubah secara konstan dan
mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku
mereka sesuai dengan batas-batas dan norma
masyarakat (Michelon dan parbonetti, 2010).
Teori legitirnasi memfokuskan pada interaksi
antara perusahaan dengan masyarakat
(Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari
dan Prastiwi,2}rc).

Berdasarkan hal tersebut, dapat
dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus
memiliki nilai sosial yang selaras dengan nilai-
nilai masyarakat. Ketika nilai yang dianut
perusahaan berbeda dengan nilai masyarakat,
legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai
perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering
disebut sebagai "legitimacy gap', dan dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali dan
Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan prastiwi,
2010).

Perwujudan legitimasi dalam dunia
bisnis dapat berupa pelaporan kegiatan sosial
dan lingkungan perusahaan. Dengan
mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan
akan memperoleh legitimasi sosial dan
memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam
jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti

mempermudah memahami good colporate
governance. Dalam teori ini dijelaskan
hubungan keagenan antara dua pihak dimana
satu atau lebih orang (principal)
mempekerjakan orang lain (agent) untuk
melaksanakan jasa atas nama mereka yang
melibatkan pendelegasian
pembuatan keputusan kepada agen

wewenang

Setyapumama dan Norpratiwi (2005)
menjelaskan hubungan keagenan dapat
menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak
yang bersangkutan mempunyai tujuan yang
berbeda. Pemilik modal menghendaki
bertambahnya kekayaan dan kemakmuran
para pemilk modal, sedangkan manajer juga

-
$-fiwF
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dan Wondabio,2007). Deegan dan Cho dan

Patten (2007) yang dikutip dari Michelon dan

Parbonetti (2010) juga mengatakan bahwa
perusahaan berusaha untuk memperoleh
legitimasi dengan mengunglapkan data-data

dan informasi mengenai tanggung jawab

sosial dan lingkungan. Pangung|<apan

informasi CSR dalam laporan tahunan

merupakan salah satu cara perusahaan untuk
membangun, mempertahankan, dan

melegitimasi kontr-ibusi perusahaan dari sisi
ekonomi dan politis (Sayekti dan Wondabio,
2007)

b. Ukuran Dewan Komisaris dan Luas
Pengungkapan CSR

Dewan komisaris merupakan suatu
mekanisme unhrk mengawasi dan memberikan
petunjuk serta arahan pada pengelola
perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal
ini manajernen bertanggung jawab untuk
meningkatkan efisiensi dan daya saing
perusahaan sedangkan dewan komisaris
bertanggung jawab untuk mengawasi

manajemen (FCGI, 2002).
Berdasarkan teori agensi, dewan

komisaris dianggap sebagai mekanisme
pengendalian intern tertinggi yang

bertanggung jawab unhrk memonitor tindakan
manajemen. Melalui peran monitoring oleh
dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini,
2007). Jika dikaitkan dengan pengungkapan

informasi oleh perusahaan, semakin besar

ukuran dewan komisaris, maka komposisi
pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh
dewan komisaris akan semakin meningkat
sehingga dapat melakukan aktivitas
monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin,
2009). Dengan proses monitoring yang baik,
maka diharapkan pengungkapan CSR semakin
luas karena kemrmgkinan manajer untuk
menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Sembiring (2005) dan Sulastini (2007)

menyatakan adanya hubungan positif yang

sigrrifikan antara ukuran dewan komisaris
dengan pengungkapan CSR di lndonesia. IIal
ini berarti bahwa semakin banyak jumlah

anggota dewan komisaris dalam suatu
perusahaan, maka kegiatan pengawasan akan

berjalan dengan baik dan pengungkapan CSR

yang dibuat perusahaan semakin luas.

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen
dan Luas Pengungkapan CSR

Keberadaan komisaris indePenden

telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui
peraturan BEJ tanggal I Juli 2000.

Dikemukakan bahwa perusahaan yang
terdaftar di BEJ harus mempunyai komisaris
independen yang secara proporsional sama

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang

saham yafig minoritas (bukan controlling
shareholders). Dalam peraturan ini,
persyaratan jumlah minimal komisaris
independen adalah 30%o dari seluruh anggota

dewan komisaris (Waryanto, 2010).

Komisaris independen diPerlukan
untuk meningkatkan independensi dewan

komisaris tertradap kepentingan pemegang

saham (mayoritas) dan benar-benar
menempatkan kepentingan perusahaan di atas

kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan

demikian, semakin besar komposisi dewan

komisaris independen maka kemampuan

dewan komisaris untuk mengambil keputusan

dalam rangka melindungi seluruh pemangku
kepentingan dan mengutamakan perusahaan

semakin objektif. Dengan kata lain, semakin

besar kornposisi komisaris independen, maka

dewan komisaris dapat bertindak semakin

objektif dan mampu melindungi seluruh
pemangku kepentingan serta mampu

mendorong pengungkapan CSR lebih luas.

Webb (2004) dalam Said (2009)

meneliti perbedaan struktur dewan komisaris

antara perusahaan "socially responsible"
dengan perusahaan "nonsocially responsible".
Hasil studi menunjukkan bahwa
perusahaansocially responsible" memiliki
anggota komisaris independen lebih banyak
dibandingkan pada perusah aan "non-socially
responsible". Studi tersebut menunjukkan
bahwa komisaris independen memegang

peran penting untuk memonitoring dan

memastikan perusahaan dikelola secara benar

sehingga dapat meningkatkan citra baik
perusahaan.

dewan
independen yang semakin besar dapat

mendorong dewan komisaris untuk bertindak
objektif dan mampu melindungi seluruh

stakeholders perusahaan sehingga hal ini dapat

mendorong purgungkapan CSR lebih luas.

Komisaris independen diperlukan untuk
meningkatkan indepandensi dewan komisaris
terhadap kepentingan pemegang saham dan



benar-benar menempatkan kepentingan
perusahaan diatas kepentingan lainnya
(Muntoro,2A0q.

Semakin tinggi proporsi komisaris
independen akan meningkatkan kualitas
pengungkapan perusahaan. Keberadaan
komisaris independen dapat mendorong dewan
komisaris mengambil keputusan secara
objektif yang melindungi seluruh pemangku
kepentingan. Sebagai pihak yang in-dependen,
mereka akan mendorong anggota dewan
komisaris lain untuk melakukan tugas
pengawasan lebih baik lagi. Hal tersebut
dilakukan agar dapat melindungi seluruh
pemangku kepentingan dari tindakan agen
yang menyimpang. Jika pengawasan telah
dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan
perusahaan akan dilakukan dengan baik pula,
dan manajemen akan mengungkapkan
semua informasi yang ada, termasuk tanggung
jawab sosial. IIal tersebut sejalan dengan
pernyataan Rosenstein dan Wyatt (1990)
dalam Said (2009) yang menyebutkan bahwa
komisaris independen dapat memonitoring
secara lebih baik pengelolaan perusahaan
sehingga akan meningkatkan jumlah informasi
yang akan dilaporkan dalam pengungkapan
sukarela.

d. Ukuran Komite Audit dan Luas
Pengungkapan CSR

Dalam Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-291PW2004 yang termuat dalam
perahtran Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa
komite audit yang dimiliki oleh perusahaan
minimal terdiri dari tiga o.arg dimana
sekuang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris
independen dan 2 (dua) o.ang unggota lainnya
berasal dari luar emiten atau perusahaan
publik. Jumlah anggota komite audit harus
disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan
dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam
pengambilan keputusan (Waryanto, 201 0).

Menurut KNKG (2006), salah satu
tugas komite audit adalah untuk memastikan
bahwa struktur purgendalian internal
perusahaan dilakukan dengan baik.
Keberadaan komite audit dapat mempengaruhi
pengungkapan yang dilakukan perusahaan
secara signifikan (Ho dan Wong 2001 dalam
Akhtaruddin, 2009). Said (2009) menjelaskan
bahwa ukuran komite audit memiliki pingaruh
yang signifikan terhadap luas pengungkapan
CSR. Komite audit merupakan komite yang
bertugas membantu dewan komisaris aiUm

melakukan mekanis6g pstgawesen tshadry
manajemen. Komite audit dimgeap sebagai
alat yang efektif untuk melakukan mekenisme
pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya
agensi dan meningkatkan kualitas
pengungkapan informasi perusahaan.
Keberadaan komite audit membantu menjamin
pengungkapan dan sistem pengendalian akan
berjalan dengan baik. Dengan demikian
diharapkan rnelalui ukuran kornite audit yang
semakin besar maka pengawasan yang
dilakukan akan semakin baik dan kualitas
pengungkapan informasi sosial yang
dilakukan perusahaan semakin meningkat
(Nasir dan Abdullah, 2004)

e. Jumlah Rapat Komite Audit dan Luas
Pengungkapan CSR

Berdasarkan keputusan ketua
Bapepam Nomor Kep-241pW2004 dalam
peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa
komite audit mengadakan rapatsekurang-
kurangnya sama dengan ketentuan minimal
rapat dewan komisaris yangditetapkan dalam
anggaran dasar perusahaan. Dalam
menjalankan tugasnyakomite audit melakukan
rapat atau pertemuan urtuk melakukan
koordinasi agardapat menjalankan tugas secara
efektif dalam hal pengawasan laporan
keuanganpengendaiian internal, dan
pelaksanaan good corporate governance
perusahaan. Dengan semakin seringnya rapat
yang diadakan oleh komite audit, maka
diharapkan koordinasi antar komite audit
semakin baik sehingga dapat menjalankan
tugas masing-masing dengan efektif.

Penelitian Putri (2009) menemukan
adanya hubungan antara jumlah pertemuan
komite audit yang berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan informasi laba. Hal ini
berarti semakin sering komite audit
mengadakan pertemuan rutin, maka
pengungkapan informasi laba perusahaan
semakin transparan. Dengan demikian
semakin sering rapat atau pertemuan komite
audit maka dapat menambah keefektifan
pengawasan manajemen, penerapan prinsip
GCG, serta mendukung peningkatan
pengungkapan CSR. penelitian Waryanto
(2010) menyatakan bahwa faktor jumlah rapat
komite audit tidak berpengaruh terhadap luas
pengungkapan CSR pada laporan tahunan
perusahaan di Indonesia

Fatayatiningrum (2011) menyatakan
bahwa tingkat jumlah pertemuan yang
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dilakukan oleh komite audit dapat menjllin
pelaksanaan pergawasan secara efektif

ierhadap manajemen untuk melakukan

kecurangan. Dengan adanya pengawasan

;;;t 
".r"rtir tJrsebut maka Peluang

muriaiemen untuk melakukan kecurangan

;G; morYembunYikan informasi daPat

diminimalisasi.
f. Kepemilikan Manajerial dan Luas

PengungkaPan CSR
Dalarn mekanisme Pelaksanaan

GCG, kepemiiikan manajerial digunakan

sebagai ,uuto ,rpuyu untuk menguragi konflik

un"rrii atau konflik kepentingan antam

rn'anaier dan pemilik (Said,2009)' Dengan

kepemilikan manajerial, maka manaJemen

uti" secara efektif ikut serta dalam

pet gumUitu" keputusan' Semakin besar

leplmilikan manajerial di dalam perusahaan

*it u ,.rrut in prtauttlr tindakan manajer

A"m memaksimalkan nilai perusahaan'

Nu*rrr, di dalam penelitian Said (2009) tidak

ditemukan hubungan antara kepemilikan

*"""1.""1 dan CSR' Hal serupa terjadi-pada

p"""fi i"" Barnea dan Rubin (2006) dalam
'fvtrrwaningsifr (2009) tidak ditemukan

hubungan anrara kepemilikan manajerial

dengan CSR.
Dengan kepemilikan manajerial' maka

tindakan oportunis manajer untuk

memaksimalkan kepentingan pribadi akan

Uotut*g. Manajlr Perusahaan , akan

*"rrgu*bil kePutusan sesuai dengan

kepurtingan perusahaan yaitu dengan cara

*J"gu"i.upkan informasi sosial yang seluas-

truriyu"auiam rangka untuk meningkatkan

i*agl perusahaan meskipun manajer harus

melik rkan pengorbanan sumber dayanya

untuk melakukan aktivitas tersebut (Angglaini'

2006).
P-enelitian mengenai hubungan

kepemilikan manajerial dengan

iidorrrn dilakukan oleh Anggraini (2006)

,*t hasilnya ditemukan terdapat hubungan

;;;r^ kepemilikan manajerial dan 
- 

CSR'

Rosmasita (2007) juga menemukan bahwa

l;;tld saham- manajerial berpengaruh

terhadaP luas PengungkaPan Cll di

i"ao""iiu. Penelitian \asir dan Abdulah

tZOO+l menunjukan hasil signifikan bahwa

terdapat hubungan positif antara kepemilikan

;J; manajerial dengan luas pengungkapan

CSR.
g. Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dan
' 

Luas PengungkaPan CSR

Smftur kePemilikan saham

mencerminkan distribusi kekuasaan dan

p."gu*ft diantara pemegang t"l1 atas

i"nl"u,un operasional perusahaan' Salah .saru

i"i.r.i"ti.ili stmktui kepemilikan adalah

lor.r"rr,tutl hepemilikan yang terbagi dalam

itr"" U**k struktur kepemilikan' .y1ito
["p.rnirif.u" terkonsentrasi dan kepemilikan

meoyebar (Nuryaman, 2008)' Krcpemilikan

."t 
"i" 

imitf.an terkonsentrasi jika sebagian

;;;;- satram dimiliki oleh sebagian kecil

individu atau kelompok sehingga pemegang

saham tersebut memiliki jumlah saham yang

relatif dominan dibandingkan dengan yang

lainnya.
Matoussi dan Chakroun (2006)

menemukan pengaruhpositif kepemilikan

terkonsentrasi terhadap pengunglapan

tanggung jawab sosial' Menurutnya'

fefe"mift an yang terkonsentrasi akan

*Jng*urgi kuantiias saham di perusahaan

sehiigga tapat mengurangi fgnnif^ antata

*urrui.'*"., dengan stockeholder' Semakin

sedikit kuantitas stockeholder"' lnana1emen

akan lebih mudah mengelola kepentingan yang

lebih sedikit tersebut' Hal ini dapat

mengurangi konflik sehingga pengawasan pun

;k,,i t,,ia*t dilakukan dan pengungkapan

CSR akan semakin luas'

Menurut Yu dan Shao (2007)

kepemilikan yang terkonsentrasi .meruPakal
cara efektif untuk menurunkan biaya agenst

dan melakukan proses monitoring dengan

baik. Dengan kepemilikan saha-m )'ang

terkonsentrisi, maka pemegang :ihi.T. dapat

;;;;,*b""gi informasi vang dirniliki oleh

manajer. Proses monitoring 
. 
dari pihak

f"*"gut g saham terhadap manajemen dapat

ilt;; i.rrgun baik dan tindakan oportunis

;;;F*." ri,,tt'k *t"vembunyikan. informasi

dapai berkurang' Dengan demikian dapat

mendorong P"ogo'gkuPu' ClR. untuk

dilakukan dengan lebih luas' Berdasarkan

uraian tersebut, maka hipotesis - 
dalam

p"""ii,ir" ini adalah sebagai berikut:
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menggunakan data-data laporan tahunan dari
perusahaan manufakhr yang terdaftar di BEI
untuk periode 200g-20l0.nata diperof"t O*iwebsite Bursa Efek IndonesiasJri iirir,
masing-masing perusahaan
c. OperasionalisasiVariabel

Variabel penelitian yang digunakandalam penelitian ini " 
i".airi-- a".i

variabeldependen yaitu lrasnya
pengungkapan CSR dan variabel inaepenOenyaitu mekanisme corporate governance.
Operasionalisasi variabel adalai ..Uugui
berikut

Tabel I : Operasionalisasi Variabel

Independen
(a

Xl= Ilkuran dewan komGarG jumlah anggota -d;;
komisaris dalam suatu
perusahaan yang disebutkan di

X2= Propors i dewan tom-Garis
independen

Persentase anta.a -Emm
axggota komisaris independen
dibandingkan dengan jumlah
total anggota dewan komisaris.

X3= L_lkuran komite tAit jumlah anggota t omite- auOit
dalam laporan tahunan yang
tercantum dalam laporan tata

x+:lumtah?ap::k-titeEait melihat jumlah rapat oleh
t(omlte audit pada laporan
tahunan perusahaan yang
tercanfum pada laporan t;,Lta
kelola perusahaan maupun
@poran komite audit.r;----:---.^.J- ftepemilkan saham Persentase jumGh-lembar
saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen dibagi jumlah
lembar saham yang beredarX6: fepemilikan--saham Variabel dummy, 

-kepemilikan saham
terkonsentrasi:l kepemilikan
saham menvehar:o

Y= CSR disclosure

t. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan analisis
legresi berganda. Sebelum mefatutan u3lhipotesis, terlebih dahulu t u*. A-i-futrtu.,
pengujian asumsi klasik. Dalam U:l statistit
dengan menggunakan regresi, moOef"Oitatata,

baik jika model tersebut memenuhi asumsi
normalitas data dan terbebas a*i u.r*ri_
asumsi klasik statistik antara lain ,:,normalitas, uji heteroskedastisitas d; ,:,
multikolinearitas serta uji Autokoref u.i J., #
menggunakan Durbin Watson-
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2. Rata-rata proporsi dewan komisaris
independen adalah 0.4183 dalam
rentang minimum dan maksimum
yaitu 0.20 sampai dengan 0.80.
Proporsi dewan komisaris independen
menunjukkan jumlah dewan komisaris
independen dibandingkan dengan
jumlah keseluruhan dewan komisaris
yang ada dalam suatu perusahaan.
Perusaha"an yang memiliki nilai
proporsi dewan komisaris independen
diatas rata-rata yaitu sejumlah 13
perusahaan atau 33.33Yo dari jumlah
sampd secara kesduruhan. Deviasi
standar dari variabel ukuran dewan
komisaris ini adalah sebesar 0.1387.
Dengan standar deviasi yang kecil
tersebut menunjukkan bahwa tidak
banyak variance atau kesenjangan
yang cukup besar dari proporsi dewan
komisaris independen. Jika melihat
pada peraturan BEJ tanggal 1 Juli
2000 yang mensyaratkan minimal
komisaris independen adalah 30%o dari
seluruh anggota dewan komisaris,
maka rata-rata perusahaan yang listed
di BEI telah memenuhi persyaratan
tersebut.
Rata-rata ukuran komite audit adalah
3.15 dengan nilai minimum 3 dan
maksimum 4 serta standar deviasi
0.366. Ukuran komite audit
menunjukkan jumlah komite audit
yang ada dalam suatu perusahaan.
Perusahaan yang memiliki nilai
ukuran komite audit di atas rata-rata
yaitu sejumlah 6 perusahaan atau
15.38% dari jumlah sampel secara
keseluruhan. Jika dilihat, sebagian
besar perusahaan_ memiliki komite
audit sebanyak 3 orang yalg
mengindikasikan perusahaan telah
mentaati peraturan dari Bapepam-LK
Nomor Kep-291PW2004 nomor
IX.1.5 mengenai Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit. Ukuran komite audit yang
semakin besar akan mendukung
pengawasan terhadap kinerja
manajemen dan mendukung
pelaksanaan GCG yang lebih baik
sehingga informasi sosial yang
diberikan terhadap para stakeholder
akan lebih luas.

4. Rata-rata jumlah rapat komite audit
adalah 7.18 dengan jumlah rapat
paling sedikit 1 dan paling banyak 16

dalam satu tahun dan standar deviasi
4.46. Perusahaan yang memiliki
jumlah rapat komite audit diatas rata-
rata yaitu sejumlah 15 perusahaan atau
38.46% dari jumlah sampel secara

keseluruhan. Jumlah rapat yang
disertakan dalam penelitian ini adalah
rapat formal yang disajikan dalam
laporan tahunan perusahaan. Dalam
menjalankan tugasnyakomite audit
melakukan rapat atau pertemuan untuk
melakukan koordinasi agardapat
menjalankan tugas secara efektif
dalam hal pengawasan laporan
keuanganpengendalian internal, dan
pelaksanaan good cotporate
governance perusahaan. Dengan
semakin seringnya rapat yang
diadakan oleh komite audit, maka
diharapkan -koordinasi antar komite
audit semakin baik sehingga dapat
menjalankan tugas masing-masing
dengan efektif.
Rata-rata kepemilikan saham oleh
manajer adalah 7.6911 dengan
kepemilikan saham paling sedikit
0.0004 dan paling banyak 75.7623
dan standar deviasi 17.3204 yang
menunjukkan adanya variansi yang
sangat besar. Perusahaan yang
memiliki kepemilikan manajerial
diatas rata-rata yaitu sejumlah 9
perusahaan atau 23.08o/o dari jumlah
sampel secara keseluruhan. Semakin
besar kepemilikan saham oleh
manajemen maka akan semakin besar
pengaruh manajemen dalam
melakukan pengawasan dan
pengambilan kepuhrsan sesuai dengan
kepentirigan perusahaan seperti
pengungkapan informasi sosial yang
dapat menin gkatkan im ag e p erusahaan
(Anggraini, 2006)
Rata-rata kepemilikan terkonsentrasi
adalah 0.62 dengan nilai terkecil
adalah 0 dan nilai yang terbesar
adalah I dan standar deviasi 0.493
yang menunjukkan variansi di dalam
kepemilikan terkonsentrasi. Nilai I
dalam variabel kepemilikan
terkonsentrasi menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut mempunyai

5.

3.

6.
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!{odel

Model Summa

Adjusted R Square
R. R Square

Std. Error of the EstimateI 702 .493 .398

Predictors : (&rstant), KONS!
.uoJ54769

a. rredtctors: (&rstant), KONS
b. Dependent Variable: CSRI
Sumber : Output dari SPSS I 6.0

ANOVAb

. Dependent Variable: CSRI
Sumber : Output dari SPSS 16.0

Tabel 3
Hasit Uji Koefisien Determinasi

TIKOM, INKOM, UDIT, MANJ, RADIT

Tabel 4
Hasil Uji F

keputusan di dalam perusahaan dalam
le,laksanj:1^ . n_ensun$"p;" 

_- 

CS,{" S#;y"
:^",:-".* 

60.y 
f apat dipengu*t i ot"f,,Iffi 

"fIam yang tidak diteliti aaurn p.".iirlur-iri
.seperti mekanisme ekstemal cc vurg,Jiirrtikond is i pasar, ekonom i, d an fuf.,J.-f ui'r r*r'd. Hasil Uji F (Simuttan

. 
Pergujian ini bertujuan untuk31"*j+t- apakah ..rrr,u- ruiJ"trndependen yang dimasukkan dalam *"i"fmempunyai pengaruh secara tersama*aira

terhadap variabel deoenden. ffr.if r:if 
-jfr,,

dilihat pada:rrbel4.

M

pada table 3 di atas dapat dilihat besarnttaj adju*ed Rf sebes;nji;';;iJL,,
vmiabilitas variabel 

.dlpelden yatrg dapatdijelaskan oleh variab"i i.rA.p"ri*. ujru*,sebesar 3e.B%. H"t i"i-#;;i"'zi.\" v,
llg^Tgk"pT tanssung jawab sosial
Ilerusahaan dipengaruhi oieh variabel ,k ;*dewan komisaris. oroporsi d"*;-k;;i;,
independen ukuran'komite audit ilffi 1;",tomite audit, kepemilikrr-;;;;;;;1' r"Lkepemilikan terkonsentrasi. Keenam variabel

ff;ii{,*#n{rn#mffirr"#ffi{

_* oT hasil pengujian ini, pada rable 4atas dapat dilihat puau nitui F;;;;yj; tB2.> 2.4(F rabet). prJ","U.j'rr"rii
F dihasilkan ringkat ;igritt*.i-boijl
gm menggunakan tinekit signifitans 

-i
maka Ho ditotak ian Hr diterima.*an Flodibuktikan O.ng* fru.li
Try bahwa nilai .igrinf.".l{. 0-5_seh ingga d ap at d isimpr-Iff ffi;;

'uro-y rNKbM udrr, RADli,dan KONST secara U...*u_*rur) _lempengaruhi urriuU"i

ff:^:fR (gsRp. 
.Dengan ,ou,,y;

tugasnya. masing_masing serta manaiemenyang juga memiliki t 
""auti 

_--A-aium

memutuskan dan melaksanakao t 
"p,iisanperusahaan, serta adanya t<oorOinasi r"I;' lrrOantar organ perusahaan agar dapat."riuruni

dan_melaksanakan peraturin Vu.rg uaq *uf.upengungkapan CSR yung t"Ult " fr".' jrprt
dilakukan.
e. Hasit Uji t (parsial)

Uji t dilakukan unruk memeriksa lebih
]uryr, manakah diantrra keenam variabel
1n{enenAen yang berpengaruh signifikan
l*:9* pengungkapan. 

..ranggung jawab
sosrat perusahaan. Flasil uji_t -Oupu't 

aifinutPada Tabel

V{odel
ium of Squares Df

I Regression

Residual

Total

Mean Square iig..126

129

2s5

6

32

38

.021

.004

5.182 .001,

(Lbnstant), II'AT

komisaris, komisaris ft;ffi;,
audit yang efektif dalam menjalankan
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7.

asumsi variabel lain tetap, maka akan
meningkatkan pengungkapan CSR sebesar
0.001 (0.1%).
Variabel kepemilikan manajerial (MANJ)
memiliki nilai +0.002. Nilai tersebui
men,rnjukkan batrwa kepemilikan
manajerial berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Hal i"i
menggambarkan bahwa jika kepemilikan
manajerial naik satu satuan, dengan
asumsi variabel lain tetap, maka akan
meningkatkan pengungkapan CSR sebesar
0.002 (0.2%).
Variabel kepemilikan terkonsentasi
(KONST) memiliki nilai +0.088. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan
terkonsentrasi berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR. H"l ini
menggambarkan bahwa jika kepemilikan
terkonsentrasi naik satu satuan, dengan
asumsi variabel lain tetap, maka akan
meningkatkan pengungkapan CSR sebesar
0.088 (8.8%).

. .. . Hasil pengujian hipotesis secara parsial
(uji-t) dan besamya nilai signifikansi dapat
dilihat pada table 5. Berdasarkan hasil
pengujian tersebut maka dapat dianalisis

lgngena] pengujian hipotesis yang telah
dibuat sebelumnya sebagai berikut: -
1. Hipotesis 1 : Ukuran dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan CSR

Pengujian hipotesis I pada tabel 5
menunjukkan bahwa variabel ukuran
dewan komisaris mempunyai t hitung
sebesar 1.937<1.69 (t tabel). Karena t
hitung lebih kecil dari pada t tabel maka
maka fh diterima, artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan antara ukuran
dewan komisaris terhadap luas
pengungkapan CSR. Nilai signifikansi
yang dihasilkan adalah 0.062 yang
berarti lebih besar dari level 0.05 (0.042 >
0.05) menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan antxa proporsi
dewan komisaris independen terhadap luas
pengungkapan CSR. Dari hasil pengujian
diperoleh batrwa hipotesis I -yang

menyatakan bahwa ukuran dewarr
komisaris berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR ditolak karena hasil
pengujian membuktikan bahwa ukuran
dewan komisaris berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan CSR namun
tidak signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten
dengan penemuan Matoussi dan
Chakroun (2008), Said (2009), Raurasari
(2010) serta Rarrasari (2010) bahwa
ukuran dewan komisaris tidak
mempengaruhi luas pengungkapan CSR.
Ketentuan di Indonesia dalam UU No. 40
tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan
yang kegiatan usahanya berkaitan dengan
menghimpun danlatau mengelola dana
rnasyalakat, menerbitkan surat pengakuan
utang kepada masyarakat aku perseroan
terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2
orang anggota dewan komisaris. Hal ini
berarti besar kecilnya ukuran dewan
komisaris tidak dapat menjamin adanya
mekanisme pengawasan yang tebih baik
karena bukan menrpakan faktor penentu
utama dari efektivitas pengawasan
terhadap manajemen perusahaan.
Kemampuan manusia untuk berdiskusi
dan bernegosiasi adalah terbatas. Ukuran
dewan komisaris yang terlalu besar akan
dapat membuat proses menjadi sulit,
panjang, dan .beftele-tele', 

sehingga
dewan komisaris tidak dapat menjalankan
fungsinya secara efektif (Muntoro, ZOOO;.

Efektivitas mekanisme
pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh dewan komiiaris
tergantung pada nilai notrna, dan
kepercayaan yang diterima dalam suatu
organisasi (Jennings 2004a; 2004b; 200 5 a;
Oliver (20U) dalam Ujiyantho dan

framuka (2007) dalam Waryanto (2010).
Untuk menentukan jumlah anggota dewan
komisaris harus diperhatikan mengenai
komposisi, kemampuan, dan integritas
anggota sehingga mampu memberikan
alahan kepada manajemen dengan baik
untuk mencapai transparansi dan
mengungkapkan informasi CSR dengan
lebih luas.

2, Hipotesis 2 : proporsi dewan komisarb
independen berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan CSR

Berdasarkan pengujian hipotesis 2
pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa
variabel proporsi dewan komisaris
independen mempunyai t hitung sebesar _

J 1!3 . 1.69 (t tabel). Karena t hitung
lebih kecil daripada t tabel maka maka IIo
diterima, artinya tidak ada pengaruh
signifikan antara proporsi dewan
komisaris independen terhadap luas
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kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh
sigrifikan terhadap luas pengungkapan
CSR.
2. Hasil pengujian statistik secEra

simultan selama periode penelitian (2008-
2010), variabel ukuran dewan komisaris,
proporsi dewan komisaris independen,
ukuran komite audit, jumlah rapat komite
audit, kepemilikan manajerial, dan
kepemilikan terkonsenffasi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap luas
pegungkapan CSR. Hasil ini ditunjukkan
dengan F hitung sebesar 5.182 sedangkan
F tabel sebesar 2.4( Fhft*i F 6uJ dengan
tingkat signifikansi 0,001 < 0,05.

b. KeterbatasanPenelitian
Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam

penelitian ini adalah:
1. Terdapat unsur subjektifitas dalam

menentukan indeks pengungkapan CSR.
Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan
baku yang dapat dijadikan standar atau
acuan sehingga penentuan indeks untuk
indikator dalam kategori yang sama dapat
berbeda untuk setiap peneliti.
2. Tingkat adjusted R'y*g diuji 39.8%
dalam penelitian ini yang menunjukkan
bahwa variabel lain yang tidak digunakan
dalam penelitian ini mempunyai
pengaruh yang lebih besar terhad4
pengungkapan CSR.
c. Saran

Merujuk pada hasil dan keterbatasan
penelitian, maka saran yang dapat
diberikan saran sebagai berikut :

1. Item-item yang harus diungkapkan
dalam laporan tanggung jawab sosial
perusahaan belum diatur di Indonesia,
sehingga untuk menghitung indeks
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan masih mengacu pada aturan
internasional dan aturan yang dikeluarkan
oleh perusahaan. Oleh karena itu,
Bapepam-LK perlu membuat suatu
aturan yang mengatur mengenai item-item
pengungkapan tanggung jawab sosial yang
harus dibuat perusahaan sesuai dengan
sektor industrinya dan kondisi yang ada di
Indonesia. Dengan demikin perusahaan

akan lebih memperhatikan tanggung
jawabnya terhadap masyarakat dan
lingkungan.
2. Rendahnya tingkat adjusted R2 yaitu
39,8oA dari model yang diuji dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa
variabel lain yang tidak digunakan dalam
penelitian ini mempunyai pengaruh yang
lebih besar terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Penelitian selanjutnya sebaiknya
menambahkan variabel lain seperli
variabel dari mekanisme eksternal GCG
yang dapat dilihat dari kondisi pasar
modal, produk dan pasar tenaga kerja.
3. Penelitian selanjutnya bisa
menggunakan indeks penghitungan CSR
yang baru yaitu dengan menggunakan
pedoman G4 yang saat ini masih dalam
tahap pengembangan.
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